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PROVINSI JAWA BARAT 

KEPUTUSAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 
 

NOMOR : 903 /Kep. 13 -DPRD/2017 

 
TENTANG 

 

CATATAN DAN REKOMENDASI DPRD 
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 

BUPATI PURWAKARTA AKHIR MASA JABATAN TAHUN 2013 - 2018 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA, 
  

Menimbang : a.  bahwa dalam melaksanakan amanat ketentuan Pasal 67 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang 

Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan 
Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, 
maka Bupati telah menyampaikan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Purwakarta 
Tahun 2013-2018;  

    

  b. bahwa terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas telah dilakukan 

pembahasan dalam rapat-rapat DPRD; 
   

  c. bahwa terhadap hasil pembahasan DPRD sebagaimana 
dimaksud pada huruf b di atas, dipandang perlu untuk 
menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta 

tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa 
Jabatan Bupati Purwakarta Akhir Tahun 2013-2018. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 
Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004, tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 
 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014,  tentang MPR, DPR, 
DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568); 

 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4575); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan 
Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4693); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 
 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 
2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 
Nomor 3); 

 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 
Nomor 1); 

 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); 
 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 
2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017. 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : 
 

PERTAMA : Keputusan DPRD tentang Catatan dan Rekomendasi DPRD Atas 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta 

Akhir Masa Jabatan Tahun 2013-2018; 
 
KEDUA : Substansi dan materi Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud 

pada diktum PERTAMA di atas, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 

 
KETIGA : Mempersilahkan kepada Bupati untuk menindaklanjuti 

keputusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
 
KEEMPAT  : Terhadap tindaklanjut Bupati sebagaimana dimaksud pada 

diktum KETIGA, DPRD dapat menggunakan setiap hak yang 
dimiliki untuk menjalankan fungsi pengawasan; 

 
KELIMA  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

        Ditetapkan di  Purwakarta 

        pada tanggal, 13 Nopember 2017 
                                               

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 

WAKIL KETUA, 
 

 
 

 
WARSENO 

 

Tembusan:  
 

1. Yth. Bupati Purwakarta; 
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta. 
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